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Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh
satu (17-05-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

RIHANDO, Kepala PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jl. AIS Nasution No.3Palangka

Raya, Kalimantan Tengah,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut

di atas untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan

Pasal 38 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang — Undang

Nomor 6 Tahun 2009, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia

yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. SONEDI, M.Pd Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALANGKARAYA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas

untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
308/KEP/1.0/D/2018yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Kota

Palangka Raya - Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAKterlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Bank Sentral Republik Indonesia
yang mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan
dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan
termasuk makroprudensial.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi/Lembaga Pendidikan yang
memiliki tugas menjalankan Catur Dharma Perguruan tinggi meliputi
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam

Kemuhammadiyahan. )
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3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan
kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

maka berhubung dengan itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan
Swakelola Dalam Rangka Penelitian Komoditas Produksi Jenis Usaha (KPJU)
Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian),
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: <

PEKERJAAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pekerjaan kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk
melaksanakan pekerjaan swakelola dalam rangka penelitian Komoditas
Produksi Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ‘sebagai

berikut:

a. Proses penelitian meliputi pengumpulan data primer, pengumpulan data
sekunder, analisis dan evaluasi data/informasi yang diperoleh untuk
menetapkan KPJU Unggulan dan KPJU Potensial.

b. Mengidentifikasi dan menetapkan KPJU Unggulan
sebagai unggulan daerah pada tingkat kecamatan, ki
provinsi

c. Wilayah penelitian meliputi seluruh kota/kabupa
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b. melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala baik langsung
maupun tidak langsung terhadap PIHAK KEDUA mengenai efektivitas
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:

a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan
analisis kepada PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun sarana
lainnya seperti surat, faksimili, email, dan telepon.

b. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Hak PIHAK KEDUA meliputi:

a. menerima data dan informasi dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan
analisis; dan

b. menerima pembayaran dari PITHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

a. melaksanakan pekerjaan atas permintaan PIHAK PERTAMA
sebagaimana ruang lingkup disebutkan dalam Pasal 2; dan

b. menyusun dan menyampaikan laporan akhir serta melakukan
presentasi kepada PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

PIHAK KEDUA menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA
dalam jangka waktu 33 (tiga puluh tiga) minggu terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian.

Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum
berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu
sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang menerima pemberitahuan
tersebut tidak memberikan jawaban maka pihak yang menerima
pemberitahuan  pengakhiran Perjanjian dianggap setuju dengan
pengakhiran Perjanjian tersebut, dengan demikian Perjanjian ini demi
hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam
pemberitahuan tertulis tersebut.

Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu

sebagai akibat pengakhiran Perjanjian ini.

3

3 ¥




HASIL PENELITIAN
Pasal 6

Segala data, laporan, produk, dan hasil analisis yang dihasilkan dari
pelaksanaan pekerjaan, baik dalam bentuk cetak, non cetak dan digital yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi milik PIHAK PERTAMA.

TUKAR MENUKAR DATA DAN INFORMASI
Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan tukar menukar data
dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 baik dilakukan melalui rapat ataupun sarana lain

seperti surat, faksimili, email, dan telepon.

KERAHASIAAN
Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan isi dari
Perjanjian ini, data dan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan serta hasil
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik yang diperoleh dari
PIHAK PERTAMA maupun pihak yang lain.

(2) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengeksploitasi, menggunakan, atau
memanfaatkan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kepentingan lain selain untuk maksud pekerjaan yang terkait Perjanjian
ini, kecuali atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini
tetap mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA walaupun Perjanjian
ini telah berakhir.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 9

(1) Keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi diluar kekuasaan
dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA untuk
mengatasinya, yaitu bencana alam, pemogokan, huru-hara,
pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah,
gangguan jaringan telekomunikasi dan/atau Peraturan Pemerintah
mengenai keadaan bahaya, tindakan pemerintah di bidang fiskal dan
moneter, serta perubahan kebijakan pemerintah, sehingga PIHAK
PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi
kewajibannya atau terpaksa menghentikan tugas dan kewajibannya.

(2) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh
penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang
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terkena keadaan memaksa | ak lainnya paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender sejak terjadiny: wa dimaksud.

Pihak yang terkena keadaan memaksa harus mengupayakan dengan
sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa
berakhir.

Dalam hal belum atau tidak ada keputusan dari pihak lainnya dalam waktu
7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah
disetujui oleh pihak lainnya tersebut.

Seluruh biaya dan/atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari
terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dialami oleh pihak yang terkena keadaan memaksa bukan merupakan
tanggung jawab pihak lainnya.

BIAYA
Pasal 10

Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disetujui oleh PARA PIHAK yaitu sebesar Rp480.547.500,00 (empat ratus
delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pembayaran biaya
pekerjaan sebagai berikut:

. 40% di awal pekerjaan,
b. 40% pada saat draft awal
c. 20% pada saat pekerjaan selesai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dan disampaikan
kepada PIHAK PERTAMA serta dilengkapi dengan dokumen terkait.

d. PIHAK KEDUA harus menyampaikan tagihan secara tertulis kepada

PIHAK PERTAMA dengan melampirkan kuitansi rangkap 2 (dua) asli
bermeterai cukup.

e. Pembayaran biaya peketjaan sebagannana dxmaksud pada ay







biaya pekerjaan yang

mengalami keterlambatan.

Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.




